ABSTRAK

Rizki Aditya Subagja. NIM 1173040069. 2024: Hukum Badal Haji Menurut
Persis Dan Muhammadiyah Penelitian ini berdasarkan permasalah pelaksanaan
ibadah haji tidak selalu dapat dilakukan oleh setiap individu yang berkewajiban,
karena kondisi tertentu seperti sakit atau kematian. Dalam konteks ini, muncul
persoalan hukum mengenai badal haji, yaitu pelaksanaan ibadah haji yang
diwakilkan kepada orang lain. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat di
kalangan ulama dan organisasi Islam, seperti Persis dan Muhammadiyah, yang
memiliki pandangan berbeda mengenai keabsahan dan ketentuan pelaksanaan badal
haji.

Dalam kerangka berfikir penelitian ini menggunakan, penulis menggunakan
teori yang digunakan yaitu teori perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan

dan persamaan dari dua pandangan yang berbeda.

Metode penelitian yang digunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriftif
komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan
berusaha menggali persoalan badal haji teknik pengumpulan bahan hukum
dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi
kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis perbandingan.

Hasil penelititan ini adalah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
pandangan yang signifikan antara Persis dan Muhammadiyah terkait hukum badal
haji. Persis menolak praktik badal haji dengan alasan bahwa ibadah haji bersifat
personal dan hanya wajib bagi mereka yang mampu melakukannya secara fisik dan
finansial. Sebaliknya, Muhammadiyah memperbolehkan badal haji berdasarkan
hadits-hadits yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan haji atas nama
orang lain yang tidak mampu, baik karena kondisi kesehatan maupun karena telah

meninggal dunia, dengan syarat-syarat tertentu.
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